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MOTTO 

 

“Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! 

Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah” 

(Mazmur 55:23). 
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RINGKASAN 

Tanah merupakan sumber daya alam yang terpenting bagi masa kini, disaat 

pertambahan penduduk semakin meningkat sementara luasnya tidak bertambah. Tidak 

hanya sebagai tempat membangun rumah tinggal, dari tanah juga didapatkan 

kebutuhan lainnya yang bersifat primer. 

Salah satu unsur kebutuhan pokok masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan 

perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara Indonesia dan 

keluarganya, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Fungsi 

pemerintah daerah yang sebagaimana untuk membantu menyelesaikan urusan 

pemerintah yang nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1992 tentang rumah mendefinisikan adalah 

bangunan yang memiliki fungsi sebagai hunian atau tempat tinggal dan sarana 

pembinaan keluarga, sedangkan menurut pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1992 

permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang memiliki fungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

membantu perikehidupan dan penghidupan. 

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2011 kawasan perumahan dan 

permukiman merupakan suatu satu kesatuan sistem yang meliputi pembinaan, 

penyelenggara perumahan, penyelenggara kawasan dan permukiman, pemeliharaan 

dan perbaikan, pencegah dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan 

permukiman kumuh, penyedia tanah, pendanaann dan sistem pembiayaan, serta 

peranan masyarakat. 

Perumahan adalah kumpulan rumah yang berada di perkotaan maupun di 

perdesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Prasarana 

adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu 



x 

 

untuk kebutuhan tempat tinggal yang aman, layak, sehat, dan nyaman. Sarana itu 

sendiri adalah fasilitas dalam lingkungan yang memiliki fungsi untuk mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

Sedangkan utilitas umum menurut Pasal 1 huruf C Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor: 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas 

Umum dan Fasilitas Perumahan Kepala Pemerintah Daerah adalah beberapa bangunan 

yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. 

Bagi pengembang perumahan fasilitas umum dan sosial merupakan suatu 

kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang dan diserahkan kepada pemerintah 

kota/kabupaten di lingkungan atau daerah perumahan tersebut dibangun. Penyerahan 

prasarana lingkungan, Utilitas umum, dan fasilitas sosial dilakukan dengan 

menyerahkan seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas 

sosial berupa tanah atau tanpa bangunannya dalam bentuk asset atau pengelolaan dan 

atau tanggung jawab dari Pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah. 

Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Melalui 

penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa 

perlindungan terhadap konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk 

menjamin diperolehnya hak-hak konsumen serta pelaku usaha serta dilaksanakanya 

hak-hak masing-masing. 

Apabila konsumen merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha atau 

pengembang, dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau langsung 

melalui peradilan umum (Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen). 
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ABSTRAK 

Tesis dengan judul “tanggungjawab dan tanggunggugat developer kepada 

pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas umum tanah makam” ini bertujuan 

untuk mengetahui dan memberikan telaah terkait dengan kewenangan Pemerintah 

Daerah terhadap pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas umum 

berupa tempat pemakaman bagi warga perumahan dan perlindungan hukum yang 

bisa dilakukan oleh warga perumahan terkait tidak tersedianya fasilitas umum 

berupa tempat pemakaman. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis ialah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni 

penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Sedangkan 

pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan konseptual (conceptual 

approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil 

penelitian mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

Melalui penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dikatakan 

bahwa perlindungan terhadap konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam 

upaya untuk menjamin diperolehnya hak-hak konsumen serta pelaku usaha serta 

dilaksanakanya hak-hak masing-masing.Adapun apabila konsumen merasa 

dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha atau pengembang, dapat mengajukan 

gugatan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara 

konsumen dan pelaku usaha dan/atau langsung melalui peradilan umum (Pasal 45 

ayat (1) UU Perlindungan Konsumen). 

Kata kunci: Konsumen,  Tanggunggugat, Tanggungjawab, Developer. 
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ABSTRACT 

Thesis with the title "the responsibility and responsibility of the developer to the 

local government in providing public facilities for burial ground" aims to find out 

and provide an analysis of the authority of the Regional Government for housing 

developers who do not provide public facilities in the form of burial places for 

residential residents and legal protection that can be done. by residents of the 

housing related to the unavailability of public facilities in the form of a burial 

place. The research method used by the author is normative legal research, namely 

research on the norms contained in positive law. While the approach that I use is a 

conceptual approach and a statute approach. The results of the study show that the 

government has an obligation to conduct supervision and guidance in 

implementing consumer protection. Through the explanation of Government 

Regulation No. 58/2001 concerning Guidance and Supervision of the 

Implementation of Consumer Protection, it is said that consumer protection is 

carried out by the government in an effort to guarantee the obtainment of 

consumer and business actors' rights and the exercise of their respective rights. as 

a result of the actions of business actors or developers, they can file lawsuits 

through institutions tasked with resolving disputes between consumers and 

business actors and / or directly through general courts (Article 45 paragraph (1) 

of the Consumer Protection Act). 

Keywords: Consumer, Responsibility, Responsibility, Developer. 
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